SALINAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga
Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan
sehingga perlu disempurnakan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat
(1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, perlu diatur tata cara penggunaan tenaga

kerja asing;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun
2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA
adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja
Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai
pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih
keahlian.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya
disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau
badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana
penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat
oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu
yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.

Sistem Online Pelayanan TKA yang selanjutnya
disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi
informasi  berbasis web untuk memberikan
pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui laman
tka-online.kemnaker.go.id.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah  seluruh  penerimaan
Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan.

Penerimaan Daerah adalah retribusi penggunaan TKA

yang masuk ke kas daerah.



10.

11.

12,

13.

14.

Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya
disebut DKP-TKA adalah kompensasi yang harus
dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA
sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah.

Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah
sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBP,
sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.

Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak adalah
pekerjaan yang tidak terencana yang memerlukan
penanggulangan segera disebabkan antara lain
bencana alam, kerusakan mesin utama, huru-
hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera
ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi
perusahaan dan/atau masyarakat umum.

Pekerjaan Bersifat Sementara adalah pekerjaan yang
bersifat sewaktu-waktu atau dapat diselesaikan dalam
jangka waktu singkat paling lama 6 (enam) bulan.
Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan
penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang
mendatangkan maupun memulangkan TKA di bidang
seni dan olah raga yang bersifat sementara.

Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas
adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia
atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi
Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah
Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin
tinggal terbatas dalam rangka bekerja.

Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas
adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk
tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka

waktu tertentu untuk bekerja.



15. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja sebagai dasar penerbitan Itas.

16. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan untuk  menerima  setoran
penerimaan negara.

17. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan atau perizinan kabupaten/kota.

18. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau
perizinan provinsi.

19. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing.

20. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen
adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi
pemangku kepentingan untuk pengendalian penggunaan
TKA.

BAB II
PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING
DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Pasal 3
Pemberi Kerja TKA meliputi:
a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-

badan internasional, dan organisasi internasional;













































































































































